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BPK: Kelebihan Restitusi
Pajak Rugikan Negara

Sistem restitusi pajak harus ditinjau ulang.

RR. Ariyani
ariyani@tempo.co.id

BOGOR — Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) me-
nyebutkan = pengemba-
lian restitusi pajak oleh
Kementerian Keuangan
kepada wajib pajak secara
berlebihan telah menim-
bulkan kerugian nega-
ra hingga Rp 99,5 miliar.
Dalam Ikhtisar Hasil
Pemeriksaan  Semester
(IHPS) I 2015 yang diri-
lis BPK, disebutkan nilai
tersebut merupakan keru-
gian terbesar kedua dari
pemerintah pusat setelah
kelebihan  pembayaran
pekerjaan/barang sebesar
Rp 106,5 miliar.

Juru bicara BPEK, Yudi
Ramdan, mengungkapkan,
secara kumulatif kerugian
negara karena ketidak-
patuhan terhadap perun-
dang-undangan pada
IHPS I itu sebesar Rp 2,2
triliun. Kerugian negara
itu berasal dari lemahnya
akuntabilitas keuangan di
pemerintah pusat sebesar
Rp 544 miliar, pemerintah
daerah dan BUMD sebe-
sar Rp 1,55 triliun, serta
BUMN dan badan lain
sebesar Rp 1577 miliar.

Bila ditambah dengan
potensi kerugian negara
dan kekurangan peneri-
maan negara pada IHPS
I 2015, kerugian negara
mencapai Rp 21,6 triliun.
“Itu berasal dari 4.609
masalah yang berdampak

pada pemulihan keuangan
atau dampak finansial,”
ujar Yudi seperti dikutip
dari Antara, Selasa lalu.

Selain temuan kerugian,
BPK menyatakan keku-
rangan penerimaan dari
sektor pajak ditimbulkan
oleh kekurangan penetap-
an penerimaan pajak bumi
dan bangunan (PBB) per-
tambangan mineral dan
batu bara sebesar Rp 248,8
miliar. Ada juga kekurang-
an penerimaan akibat be-
lum ditagihnya sanksi
administrasi bunga dan
denda sebesar Rp 3,14 tri-
liun.

Ketua BPK Harry Azhar
Azis mengatakan telah
memberikan waktu kepa-
da obyek terperiksa untuk
menindaklanjuti temuan
BPK. Salah satu tindak
lanjut itu adalah keha-
rusan entitas atau obyek
terperiksa menyelesaikan
masalah kerugian negara
dan mengembalikan keku-
rangan penerimaan ke kas
negara.

Sekretaris Jenderal Fo-
rum Internasional Trans-
paransi Anggaran, Yenny
Sucipto, menyoroti kele-
bihan pembayaran res-
titusi pajak yang kontra-
diktif dengan komitmen
Direktorat Jenderal Pajak
dalam menggenjot peneri-
maan pajak kepada negara.
“Perlu ditinjau sistem res-
titusi ini,” ujar dia.

Sayangnya ketika hen-
dak dimintai konfirmasi
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Ketua BPK H_arry-Azha'r Azis memberikan keterangan pers di

Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin lalu.

soal kelebihan pemba-
yaran restitusi pajak itu,
Direktur Jenderal Pajak
Sigit Priadi Pramudito
dan juru bicara Direktorat
Jenderal Pajak, Mekar
Satria, tak menjawab per-
tanyaan Tempo melalui
pesan pendek. Panggilan
telepon dari Tempo pun
tak terjawab.

Sebelumnya, Satria

menjelaskan salah satu

terobosan  penerimaan
dengan menerapkan kebi-
jakan e-faktur. Dengan
e-faktur, perekaman dan
verifikasi data pengusa-
ha kena pajak akan lebih
akurat dan memperkecil
angka restitusi pajak.
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